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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan zaman dan pesatnya globalisasi tidak hanya memunculkan 

berbagai fenomena sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, tetapi juga semakin 

ketatnya tingkat kompetisi. Ketatnya kompetisi ini perlu diimbangi dengan 

kompetensi yang tepat, terutama kepada para lulusan perguruan tinggi. Perguruan 

tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik yang juga harus mampu menerapkan, mengembangkan dan menciptakan 

inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

Dunia kerja membutuhkan orang-orang yang tidak hanya lulus dengan 

nilai yang tinggi, tetapi juga dibutuhkan kemampuan berkomunikasi, integritas dan 

kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan tersebut 

dinamakan soft skills. Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran 

besar dalam mencetak sumber daya manusia. Oleh karena itu, agar peran tersebut 

dapat berjalan baik, maka sumber daya manusia yang dihasilkan perguruan tinggi 

haruslah memiliki kualitas yang unggul. Berbagai macam usaha dilakukan oleh 

perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 

pengetahuan, wawasan luas, profesionalitas, serta keterampilan soft skills lainnya. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, yaitu dengan 
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mengadakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada para mahasiswa baik 

Diploma, maupun Sarjana. 

Kegiatan praktik dapat menambah kemampuan soft skills mahasiswa 

dikarenakan dalam kegiatan praktik, mahasiswa dapat menerapkan teori yang 

didapat di kelas secara nyata. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk terjun di lapangan sesuai dengan 

bidang ilmu yang dimilikinya. Praktik Kerja Lapangan ini memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja yang dapat 

memberikan bekal pengalaman, membentuk kepribadian, memiliki keahlian 

profesional, berkualitas dan mampu mengembangkan inovasi. Selain itu, kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional, komunikasi efektif, kedisiplinan, kejujuran, tanggung 

jawab, kemampuan berorganisasi dan keterampilan soft skills lainnya. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan oleh Praktikan di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Deputi Produksi dan 

Pemasaran di bawah Asisten Deputi Pemasaran. Hal tersebut dikarenakan sesuai 

dengan bidang yang ditempuh Praktikan, yaitu Pendidikan Bisnis. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya Program 

Studi mempersiapkan diri mahasiswa Pendidikan Bisnis dalam memasuki dunia 

kerja. Adapun maksud Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

yaitu: 
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1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari Universitas 

Negeri Jakarta pada tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

2. Mempelajari secara langsung bidang pemasaran di Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Praktikan dalam bidang 

pemasaran. 

Sedangkan, tujuan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pendidikan 

Bisnis, yaitu: 

1. Untuk menerapkan teori yang didapatkan dari Universitas Negeri Jakarta secara 

langsung pada tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

2. Untuk memperoleh pengalaman nyata dalam bidang pemasaran di Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

3. Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan maupun keterampilan Praktikan 

dalam bidang pemasaran. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan PKL bagi Praktikan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan wawasan, ilmu dan pengetahuan Praktikan dalam bidang 

pemasaran. 

b. Melatih dan mengembangkan keterampilan Praktikan dalam bidang 

pemasaran sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 
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c. Melatih sikap wirausaha dalam dunia kerja, seperti sikap tanggung jawab, 

berani, disiplin dan jujur. 

d. Belajar mengenai proses atau tata cara yang diterapkan dalam suatu pekerjaan 

di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

e. Belajar memahami dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada bagian 

Asisten Deputi pemasaran. 

f. Belajar beradaptasi antara bagian lain dan seluruh pihak yang terkait di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kerjasama antar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan 

teori sesuai dengan Program Studi yang diambil sebagai bahan evaluasi. 

c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

d. Mendapatkan citra positif Universitas Negeri Jakarta dimata 

instansi/perusahaan tempat Praktikan melaksanakan praktik kerja. 

e. Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi. 

3. Kegunaan PKL bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

kelembagaan. 
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b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Universitas 

Negeri Jakarta. 

c. Membantu meringankan pekerjaan pada bagian dimana Praktikan 

ditempatkan. 

d. Mendidik Praktikan sebagai sarana mendapatkan sumber daya manusia yang 

terampil. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah instansi 

pemerintah. Identitas secara rinci instansi tersebut adalah sebagai berikut: 

Nama Instansi : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 4 Kuningan, Jakarta Selatan, 

  DKI Jakarta 12940 

Telepon : (021) 5204366-74 / 52992777 / 52992999 

Kotak Pos : 177, 621, 384 

Fax : 021-5204383 

Email : kontak@kukm.go.id 

Website : Www.depkop.go.id 

Bagian tempat PKL : Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Asisten Deputi 

  Pemasaran 

Adapun alasan Praktikan memilih Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 



6 
 

 
 

1. Praktikan ingin mengetahui lebih dalam mengenai Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

2. Praktikan ingin mengetahui sistem atau proses bagian pemasaran dalam 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Program Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan 

berlangsung selama kurang lebih satu bulan atau dua puluh hari kerja terhitung 

mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret 2019 di Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh Praktikan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Observasi Tempat PKL 

Pada tahap ini, Praktikan mulai mencari informasi terkait 

perusahaan/instansi yang akan menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan kepada 

beberapa kakak tingkat Program Studi Pendidikan Bisnis. Setelah itu, Praktikan 

melakukan observasi atau kunjungan awal ke Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah. Observasi tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2018 guna 

memastikan kekosongan jadwal pada instansi tersebut. Observasi tersebut 

bertujuan untuk memastikan apakah instansi tersebut menerima mahasiswa PKL 

pada bulan Februari, serta menanyakan persyaratan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan PKL. 
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2. Tahap Persiapan PKL 

Pada tahap ini, Praktikan menyiapkan persyaratan, yaitu surat pengantar 

dari Universitas Negeri Jakarta yang akan diberikan kepada Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah. Pertama, Praktikan membuat surat pengantar 

permohonan izin PKL melalui Fakultas. Setelah mendapatkan tanda tangan dari 

Kordinator Program Studi Pendidikan Bisnis dan Dekan Fakultas Ekonomi, 

kemudian selanjutnya diserahkan ke BAKHUM Universitas Negeri Jakarta. Proses 

pembuatan surat permohonan izin PKL dari BAKHUM berlangsung selama tiga 

hari dan selesai pada 16 Oktober 2018. Selanjutnya, Praktikan memberikan surat 

permohonan izin PKL kepada Bagian Tata Usaha Biro Umum Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan juga memberitahu 

penempatan/bagian dimana Praktikan ingin melaksanakan kegiatan PKL. 

Setelah surat disampaikan, Praktikan menunggu surat balasan persetujuan 

untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari Tata Usaha Biro Umum 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Surat balasan tersebut pun 

diterima pada 19 Oktober 2019, yang berisikan identitas mahasiswa, jadwal 

pelaksanaan kegiatan PKL dan juga bagian dimana mahasiswa ditempatkan. 

3. Tahap Pelaksanaan PKL 

Pada tahap ini, Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang 

berlangsung selama satu bulan atau dua puluh hari terhitung sejak tanggal 1 

Februari sampai dengan 1 Maret 2019. 

Adapun rincian waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut: 
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Tabel I. 1 Jadwal Kerja 

Masuk Kantor Jam Kerja Istirahat 

Senin – Kamis 07.30 – 15.30 12.00 – 13.00 

Jumat 07.30 – 16.00 11.00 – 13.00 

Sabtu dan Minggu Libur 

Tanggal merah (Hari Libur Nasional) Libur 

Sumber: data diolah oleh penulis 

4. Tahap Penulisan Laporan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)  yang telah dilaksanakan oleh Praktikan 

kemudian ditulis dalam sebuah laporan. Pada tahap ini, Praktikan mengumpulkan 

beberapa data maupun dokumentasi sebagai bukti bahwa Praktikan telah 

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan. Dalam proses penyusunan penulisan 

laporan, Praktikan melakukan bimnbingan dengan dosen pembimbing Praktik 

Kerja lapangan yang telah ditentukan. 

Selain itu, Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan berkas yang didapat dari tempat pelaksanaan PKL, melakukan 

browsing di website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga 

buku dari perpustakaan sebagai referensi dalam penulisan laporan. Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini digunakan Praktikan sebagai  salah  satu  syarat kelulusan  

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Kementerian Koperasi dan UKM Periode Sebelum Kemerdekaan 

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas 

tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal 

sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 

dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-

Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban 

atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri. 

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih 

di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 

mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut 

selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. 

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo 

memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. 

Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dan 

pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev. 

Pada tahun 1927, dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk 

memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian 

pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan 

penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian Pemerintah 
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terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang 

secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. 

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut: 

 Tahun 1930 

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang 

keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk 

melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Tugas ini sebelumnya dilakukan 

oleh Notaris. 

 Tahun 1935 

Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, 

dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische 

Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat. 

 Tahun 1939 

Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden 

ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en 

Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan 

penerangan tentang koperasi, tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra. 

 Tahun 1942 

Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan Jawatan 

Koperasi. Saat ini Jawatan Koperasi diubah menjadi Syomin Kumiai Tyuo 

Djimusyo dan Kantor di daerah diberi nama Syomin Kumiai Djimusyo. 
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 Tahun 1944 

Didirikan Jumin Keizaikyo (Kantor Perekonomian Rakyat), urusan 

Koperasi menjadi bagiannya dengan nama Kumaika, tugasnya adalah mengurus 

segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi. 

 

Kementerian Koperasi dan UKM Periode Setelah Kemerdekaan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Adapun kronologis perkembangannya 

sebagai berikut: 

 Tahun 1945 

Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi, serta Perdagangan Dalam 

Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran. 

 Tahun 1946 

Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan 

Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi. 

 Tahun 1947 – 1948 

Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja. Pada waktu itu ada 

suatu peristiwa yang cukup penting, yaitu tanggal 12 Juli 1947. Gerakan Koperasi 

mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres menetapkan bahwa 

tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi. 
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 Tahun 1949 

Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta. Tugasnya adalah 

mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas 

pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa dialihkan kepada 

Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan dengan Regeling Cooperatieve 

1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT. No. 179). 

 Tahun 1950 

Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan 

dengan Jawatan Koperasi RIS, berkedudukan di Jakarta. 

 Tahun 1954 

Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan Koperasi dibawah 

pimpinan oleh Rusli Rahim. 

 Tahun 1958 

Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran. 

 Tahun 1960 

Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan 

Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan 

seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi. 

 Tahun 1963 

Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap dibawah 

pimpinan Menteri Achmadi. 
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 Tahun 1964 

Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan 

Koperasi dibawah pimpinan Menteri Achmadi yang kemudian diganti oleh Drs. 

Achadi. Sedangkan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktur Jenderal 

yang bernama Chodewi Amin. 

 Tahun 1966 

Pada tahun 1966, Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri dan 

dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi dirubah 

menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dibawah pimpinan Prof. Dr. 

Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. 

Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 sampai 1966). 

 Tahun 1967 

Pada tahun 1967, diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 

tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk 

dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal. 

Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Basuki Rachmad dan yang menjabat sebagai 

Direktur Jenderal Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono. 

 Tahun 1968 

Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam 

Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi, 

ditetapkan berdasarkan: 

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi 

Departemen. 
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Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/ 

Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan 

Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal Koperasi. 

Menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi adalah M. Sarbini, 

sedangkan Direktur Jenderal Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono. 

 Tahun 1974 

Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu 

digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, 

yang ditetapkan berdasarkan: 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi 

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. 

Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: INS-

19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada 

perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor: 

120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang Susunan Organisasi 

Direktorat Jenderal Koperasi. 

Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi adalah Prof. DR. 

Subroto, adapun Direktur Jenderal Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono. 

 Tahun 1978 

Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan 

Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat 

kedudukan koperasi dibentuk pula Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin 
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oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan, Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Prof. 

DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo. 

 Tahun 1983 

Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang 

dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan 

memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan 

IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi, melalui 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983. 

 Tahun 1991 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 September 

1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang disesuaikan 

keadaan dan kebutuhan. 

 Tahun 1992 

Diberlakukan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang 

Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 

 Tahun 1993 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993, tentang Kabinet 

Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama 

Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha 

Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina 

Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar karena 

secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan 
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keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian 

tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja. 

 Tahun 1996 

Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan 

peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan 

Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Direktorat Jenderal 

Pembinaan Koperasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan 

dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi, serta 

menomenklaturkannya agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan 

tugas yang belum tertampung. 

 Tahun 1998 

Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998 dan 

Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen 

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan 

Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis 

karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam 

mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi 

Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi 

yang penuh tantangan. 
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 Tahun 1999 

Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri 

Negara, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil diubah menjadi Menteri 

Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. 

 Tahun 2000 

Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka 

ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil 

Menengah. 

Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen maka dibentuk  Badan 

Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-

KPKM). 

Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan 

Menengah diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 

tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara 

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
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 Tahun 2001 

Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, usunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya 

Koperasi dan Pengusaha  Kecil Menengah dibubarkan. 

Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan membawahi Sekretariat 

Menteri Negara, tujuh Deputi dan lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 

2004. 

 Tahun 2014 

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dari Kabinet Kerja menjabat 

sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 27 Oktober 2014 

hingga saat ini (2019). 

 Tahun 2015 

Melalui Keppres Nomor 62 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
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Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 

 

Gambar II. 1 Logo Kementerian Koperasi dan UKM 

Sumber: Www.depkop.go.id 

Logo dari Kementerian ini berupa burung garuda dengan ditambahkan 

tulisan “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia”. Logo ini berbeda dengan logo koperasi dikarenakan Kementerian ini 

merupakan lembaga/instansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian ini 

menggunakan gambar burung garuda yang merupakan lambang negara dan dengan 

menambahkan kata belakang “Republik Indonesia” yang menandakan lembaga ini 

merupakan milik Pemerintah Indonesia. 

Visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong. 

Misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 

 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

 Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

http://www.depkop.go.id/
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 Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim. 

 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 

 Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing. 

 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Adapun  sasaran strategis bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Terciptanya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam perluasan 

kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan. 

 Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. 

 Terwujudnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 

profesional dan berkinerja tinggi. 
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B. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

 

Gambar II. 2 Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM 

Sumber: Www.depkop.go.id 

Struktur Organisasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

 

Gambar II. 3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

Sumber: Ka. Bagian Umum Irwan, SE 

http://www.depkop.go.id/
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Struktur Organisasi Asisten Deputi Pemasaran 

Asisten Deputi Pemasaran : Destry Anna Sari, SH 

1. Ka. Bidang Sarana dan Prasaran Pemasaran : Drs. Muhammad Rudi, MM 

 Ka. Subbidang Sarana Pemasaran : 

Nina Nurlina, SE 

 Ka. Subbidang Prasarana Pemasaran : 

Berry Fauzi, S.Ds 

 Staff Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran : 

Riesta Karentina, SE 

Hidayati, SE 

Ferry Firmanto 

2. Plt. Kabid Penyelenggaraan Pemasaran : Agni Iswarani, S.Sos, MIS 

 Ka. Subbidang Penyelenggaraan Pemasaran Dalam Negeri : 

Kartika Ferry Efendi, S.IP 

 Ka. Subbidang Penyelenggaraan Pemasaran Luar Negeri : 

Agni Iswarani, S.Sos, MIS 

 Staff Bidang Penyelenggaraan Pemasaran : 

Rossa Novitasari, SE 

Hani Fati Zatalini 

Zeni Martiani 

Dewi Pebriana P 

 

 



23 
 

 
 

3. Ka. Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha : Amrih Wigiati, S.Sos, MM 

 Ka. Subbidang Kerjasama Pemasaran : 

Padmi Karyawani, S.Si 

 Ka. Subbidang Kerjasama Jaringan Usaha : 

Yuliaman, SH 

 Staff Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha : 

Retno Wulandari 

Imam 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

Rumusan Tugas : 

Membantu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam 

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

produksi dan pemasaran yang meliputi perumusan, koordinasi, perencanaan, 

pengembangan kebijakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah di bidang Produksi dan Pemasaran. 

Rincian Tugas : 

 Menetapkan rencana dan program pengembangan kebijakan dibidang produksi 

dan pemasaran. 

 Menetapkan kebijakan dibidang produksi dan pemasaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Menteri. 
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 Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kebijakan dibidang produksi dan 

pemasaran dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah maupun lembaga/instansi terkait lainnya. 

 Mengevaluasi pelaksanaan program perkoperasian dan pengusaha kecil 

menengah dibidang produksi dan pemasaran meliputi peningkatan kualitas 

produksi disektor pertanian, perikanan dan peternakan, industri dan jasa, 

peningkatan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha. 

 Mengatur penerapan perjanjian dibidang produksi dan pemasaran. 

 Menetapkan persyaratan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah 

yang akan dibina dalam bidang produksi dan pemasaran. 

 Memberi dukungan dan kemudahan dalam pengembangan produksi dan 

pemasaran bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah. 

 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan produksi dan 

pemasaran koperasi dan usaha kecil dan menengah. 

 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungannya. 

 Memantau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah dibidang produksi dan pemasaran. 

 Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungannya. 

 Memimpin dan mengadakan rapat dinas, seminar, lokakarya dan pertemuan 

dinas lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas. 

 Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan. 
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 Melaporkan pelaksanaan tugas bidang produksi kepada Menteri. 

 Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang produksi dan pemasaran 

bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Wewenang : 

 Mengoordinasikan penetapan kebijakan dibidang produksi dan pemasaran. 

 Memberikan penilaian, motivasi atas pelaksanaan tugas bawahan. 

 Menandatangani surat-surat dinas yang diatur dalam surat keputusan pelimpahan 

wewenang dibidang produksi dan pemasaran. 

 Memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada bawahan. 

 Mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 Menerima masukan, saran dan usulan yang sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Menolak masukan, saran dan usulan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Tanggung Jawab : 

 Bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian tugas. 

 Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan dan unit kerja yang dipimpinnya. 

 Bertanggung jawab atas berjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam 

pelaksanaan tugas. 
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 Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang 

produksi dan pemasaran. 

 Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang 

disampaikan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan mulai tanggal 1 

Februari hingga 1 Maret 2019 berada dalam tanggung jawab Kepala Bagian Umum 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran yaitu Bapak Irwan, SE. Jika ada pertanyaan 

maupun hambatan yang serius, Praktikan diharapkan lapor kepada Bapak Irwan. 

Namun sebelum lapor ke Beliau, tentunya harus didiskusikan terlebih dahulu 

kepada karyawan dalam Asisten Deputi Pemasaran dimana Praktikan ditempatkan. 

Dalam melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa 

peraturan yang harus dipatuhi oleh Praktikan, yaitu: 

1. Menaati jam kerja yang yang telah ditentukan. 

2. Jika ingin keluar kantor atau tidak masuk diharuskan izin terlebih dahulu kepada 

Asisten Deputi Pemasaran. 

3. Berpenampilan rapi dan sopan. 

4. Bersikap sopan santun terhadap semua karyawan dan bisa menyesuaikan diri. 

5. Bertanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan. 

6. Apabila terdapat suatu pertanyaan atau masalah, didiskusikan kepada yang 

bersangkutan dan sesuai hierarki jabatan. 

7. Menjaga nama baik diri sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
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Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran memiliki 5 (lima) bagian yaitu (1) 

Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan; (2) Asisten Deputi Perikanan dan 

Peternakan; (3) Asisten Deputi Industri dan Jasa; (4) Asisten Deputi Standardisasi 

dan Sertifikasi; dan (5) Asisten Deputi Pemasaran. Dimana setiap Asisten Deputi 

memiliki bidangnya masing-masing. Seperti Asisten Deputi Pemasaran yang 

memiliki 3 (tiga) bidang yaitu (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran; (2) 

Bidang Penyelenggaraan Pemasaran; dan (3) Bidang Kerjasama dan Jaringan 

Usaha. 

Praktikan ditempatkan dalam Asisten Deputi Pemasaran yang berarti 

Praktikan memiliki ruang lingkup atau tanggung jawab terhadap ketiga bidang 

tersebut. Selain itu, apabila pekerjaan Praktikan membutuhkan informasi atau 

berkaitan mengenai bagian Asisten Deputi lain, Praktikan diperbolehkan 

mencaritahu yang tentunya dengan bimbingan Asisten Deputi Pemasaran. 

Dikarenakan kelima Asisten Deputi tersebut tentu memiliki keterkaitan karena 

berada dalam satu ruang lingkup, yaitu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. 

Adapun bidang kerja yang terkait selama Praktik Kerja Lapangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran. 

2. Bidang Penyelenggaraan Pemasaran. 

3. Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 1 Februari hingga 1 Maret 

2019 dilaksanakan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 
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Deputi Produksi dan Pemasaran, bagian Asisten Deputi Pemasaran. Pada hari 

pertama kegiatan PKL, Praktikan diberikan tes awal oleh Bapak Sunu Satriawan 

SE selaku Kepala Sub Bagian Keuangan mengenai “Definisi beserta contoh start 

up dan juga dampak usaha online terhadap usaha konvensional”. Adapun rincian 

pekerjaan atau tugas Praktikan selama PKL sebagai berikut: 

a. Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran 

1. Menyeleksi Calon Peserta Revitalisasi Pasar Tahun 2019 

Program revitalisasi pasar yang diadakan oleh Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan program dana bantuan kepada 

suatu daerah yang ingin pasarnya diperbaiki. Setiap Kota/Kabupaten hanya 

boleh mengusulkan satu pasar saja. Adapun prosedur singkat program 

revitalisasi pasar ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemberitahuan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah kepada seluruh Kepala Dinas di Indonesia bahwa 

Kementerian akan mengadakan program revitalisasi pasar. 

2) Apabila daerah tersebut ada yang ingin mengusulkan, maka Kepala 

Dinas/perwakilannya datang ke Asisten Deputi Pemasaran untuk 

mengambil surat atau persyaratan program. 

3) Daerah tersebut diberikan waktu untuk melengkapi dokumen yang 

tertera dalam persyaratan yang telah diberikan. 

4) Setelah dirasa lengkap, maka daerah tersebut mengirimkan dokumennya 

melalui pos ke alamat Kementerian atau dapat datang langsung ke 

Kementerian. 
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5) Kemudian bidang ini mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen. 

6) Asisten Deputi Pemasaran mengonfirmasi kepada Kepala Dinas melalui 

telepon/datang ke daerah tersebut untuk memberitahu bahwa daerah 

tersebut sudah terdaftar dalam Program Revitalisasi Pasar. 

7) Pihak Kementerian mengadakan Sosialisasi Penajaman Pelaksanaan 

Teknis Tugas Pembantuan kepada Peserta Revitalisasi Pasar. 

8) Daerah tersebut diberi dana senilai Rp. 950.000.000. 

9) Daerah tersebut melaksanakan revitalisasi pasar. 

10) Setelah menyelesaikan revitalisasi pasar, maka wajib membuat laporan. 

Dalam hal ini, Praktikan bertugas merekap data dari Form Monitoring 

dan Evaluasi ke dalam Microsoft Excel. Dikarenakan selain wajib 

melampirkan semua berkas dalam laporan nanti, juga diharuskan membuat 

rekapan data secara ringkas melalui Microsoft Excel. Adapun tampilan form 

tersebut sebagai berikut: 

 

Gambar III. 1 Form Monitoring dan Evaluasi 

Sumber: Kepala Sub Bidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina SE 



31 
 

 
 

 

Gambar III. 2 Form Monitoring dan Evaluasi 

Sumber: Kepala Sub Bidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina SE 

 

Gambar III. 3 Form Monitoring dan Evaluasi 

Sumber: Kepala Sub Bidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina SE 
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Setelah itu, Praktikan bertugas melakukan pengecekan kelengkapan 

berkas sesuai yang tertera dalam form checklist proposal. Apabila berkas 

tersebut ada dan sesuai, maka Praktikan memberikan tanda checklist dan 

apabila berkas tersebut tidak sesuai atau tidak ada, Praktikan memberikan 

keterangan dalam form tersebut. Adapun form checklist tersebut yaitu: 

 

Gambar III. 4 Form Checklist Proposal 

Sumber: Kepala Sub Bidang Sarana Pemasaran, Nina Nurlina SE 
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2. Melakukan Sosialisasi Penajaman Pelaksanaan Teknis Tugas 

Pembantuan Kepada Peserta Revitalisasi Pasar Tahun 2019 

Setelah melakukan proses seleksi seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

selanjutnya daerah yang telah mendapat pesetujuan pihak Kementerian ini 

dipertemukan untuk melakukan sosialisasi penajaman teknis. Sosialisasi ini 

bertujuan untuk menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan daerah 

tersebut selama proses revitalisasi pasar dan juga penjelasan mengenai 

laporan yang harus dibuat setelah revitalisasi tersebut selesai. Sosialisasi ini 

diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta pada 8 – 10 April 2019 dengan 

total 50 daerah yang mendapat pendanaan. 

Sosialisasi wajib dihadiri oleh maksimal 2 (dua) orang perwakilan tiap 

daerah. Saat perwakilan Dinas daerah hadir dalam sosialisasi tersebut, wajib 

membawa surat perintah tugas, fotokopi KTP dan NPWP dan juga boarding 

pass. Dalam hal ini, Praktikan bertugas untuk mengecek berkas yang 

dibutuhkan tersebut juga dokumen lain yang belum lengkap. Praktikan juga 

bertugas memberikan perlengkapan yang disediakan oleh pihak Kementerian 

seperti tas, alat tulis, notebook, buku panduan, juga undangan program 

revitalisasi pasar tahun 2020. Selain itu, Praktikan juga bertugas sebagai 

penerima tamu yang menjawab apabila ada pertanyaan dari para peserta dan 

juga sebagai penghubung apabila ada yang ingin disampaikan dari seseorang 

kepada pegawai Kementerian. 
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3. Merekap Perjalanan Dinas Tahun 2017 Sampai 2018 

Setiap para pegawai melakukan perjalanan dinas baik itu dalam kota 

maupun luar kota atau luar negeri harus dibuat laporan. Laporan tersebut 

dibuat dalam microsoft excel dan juga dilampirkan dokumennya. Microsoft 

excel tersebut berisikan nama pegawai, tanggal dinas (keberangkatan hinga 

pulang), tempat tujuan, transportasi yang digunakan dan harga tiket. Selain 

itu, dokumen yang harus dilampirkan yaitu fotokopi tiket pesawat/kereta, 

fotokopi tiket hotel, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas 

(SPD). Dalam hal ini, Praktikan bertugas membuat microsoft excel 

berdasarkan lampiran dokumen perjalanan dinas yang telah dibukukan. 

4. Mencari Peserta Pelatihan E-Commerce 

Seiring era globalisasi, internet sangat penting dalam dunia 

pemasaran. Oleh karena itu, Asisten Deputi Pemasaran menargetkan 500 

UKM ikut dalam pelatihan e-commerce Bukalapak. Diharapkan setelah 

adanya pelatihan dari Bukalapak, para UKM tersebut dapat menerapkan e-

commerce yang bisa meningkatkan omsetnya. 

Setelah mengadakan pelatihan e-commerce Bukalapak, selanjutnya 

akan dilaksanakan pelatihan dari BabaRafi. Namun, target pelatihan kali ini 

yaitu UKM yang sudah kelas menengah sampai dengan atas dengan omset 

berkisar minimal 300 juta/tahun. Pencarian peserta tersebut dilakukan dengan 

menghubungi kembali peserta pelatihan Bukalapak juga mencari dari UKM 

yang sering mengikuti pameran. Peserta tersebut nantinya akan diberi link 

googleforms yang kemudian dicek kelengkapannya. Dalam hal ini, Praktikan 
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bertugas untuk memeriksa form tersebut dan melengkapinya apabila terdapat 

keterangan tambahan yang diberikan oleh calon peserta melalui whatsapp 

maupun email. 

b. Bidang Penyelenggaraan Pemasaran 

1. Membuat Formulir Online Untuk Pendaftaran Peserta Pameran Melalui 

Googleforms 

Adapun langkah-langkah membuat googleforms sebagai berikut: 

 Buka google drive, lalu login dengan menggunakan gmail yang 

diinginkan. 

 Klik My drive, kemudian pilih googleform. 

 Klik Blank form atau From a template. 

 Namai formulir: Di pojok kiri atas, klik Untitled form atau nama formulir 

template dan masukkan nama baru. 

 Tambahkan deskripsi: Di bawah nama form, tambahkan teks tambahan 

penjelasan/keterangan. 

 Gunakan kotak dropdown untuk memilih jenis bidang, seperti pilihan 

ganda, kotak centang, jawaban singkat dan sebagainya. 

 Klik Untitled question dan masukkan pertanyaan. 

 Untuk menambahkan pertanyaan baru, klik ‘Add Question’. 

 Dikanan atas, klik Kirim. 

 Jika ingin mendistribusikan formulir secara eksternal, kumpulkan alamat 

email. 
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 Masukkan alamat email di kolom Kepada. Konten subjek dan pesan dapat 

disesuaikan. 

 Untuk mengirimkan Forms pada sosial media yang dimiliki, caranya klik 

salah satu ikon sosial media yang ada tersebut. 

 Untuk mengambil link, Klik ‘insert link’. Klik salin dan tempel tautan ke 

obrolan, percakapan, email, atau sosial media manapun yang diinginkan. 

 Terakhir, beralih ke tab Responses di editor formulir untuk melihat 

tanggapan saat ini terhadap formulir dan tautkan ke spreadsheet atau bisa 

klik “download” maka response akan berupa microsoft excel. 

2. Memilih Peserta Pameran Dalam Negeri (Inacraft) 

Program pameran yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi 

saat Praktikan sedang PKL, yaitu Inacraft yang akan diselenggarakan di JCC 

Senayan dengan peserta sebanyak 156 UKM dari seluruh Indonesia. 

Pemilihan peserta tersebut didasarkan pada kelengkapan dokumen yang 

diberikan. Berikut ini merupakan formulir yang harus diisi oleh calon peserta 

pameran tersebut: 
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Gambar III. 5 Formulir Registrasi Calon Peserta Pameran 

Sumber: Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran dalam Negeri, 

Kartika Ferry Effendi, S.IP 
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Gambar III. 6 Formulir Registrasi Calon Peserta Pameran 

Sumber: Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemasaran dalam Negeri, 

Kartika Ferry Effendi, S.IP 
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Selain mengisi formulir, para calon peserta juga harus melampirkan 

dokumen-dokumen yang tertera pada formulir tersebut dan juga pendukung 

lainnya seperti foto produk. Semakin lengkap dokumen tersebut, maka 

peluang untuk mengikuti pameran semakin besar. Dalam hal ini, Praktikan 

bertugas melalukan pengecekan kelengkapan dokumen dan juga mendata 

calon-calon peserta yang akan direkomendasikan sebagai peserta Pameran 

Inacraft. 

3. Membuat Paparan Peserta Pameran Melalui Power Point 

Setelah mendapatkan peserta pameran, kemudian langkah berikutnya 

adalah membuat paparan berupa power point. Power point tersebut berguna 

sebagai rekapan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

untuk mengetahui ringkasan peserta pameran tersebut. Selain itu power point 

tersebut juga akan ditampilkan dalam rapat sebagai laporan kepada atasan 

yaitu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Dalam hal ini, Praktikan 

bertugas membuat power point yang berisikan ringkasan biodata dan juga 

foto produk unggulan mereka. 

c. Bidang Kerjasama dan Jaringan Usaha 

1. Membantu Membuat Presentasi Hasil Penataan Pedagang Kaki Lima 

Tahun 2018 

Sudah diketahui bahwa setiap program dari Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah harus dibuat laporannya. Hal tersebut 

berfungsi sebagai evaluasi Deputi tersebut dan juga untuk laporan kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Paparan tersebut sangatlah lengkap berisi 
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seluruh program yang dijalankan selama setahun mulai dari tujuan dari 

program, peserta program, keuangan, dan lainnya. Dalam hal ini, Praktikan 

bertugas membantu Kepala Bidang mengedit power point agar lebih rapih 

dan sempurna. 

2. Membantu Merekap Data Penataan Lokasi Pedagang Kaki Lima Tahun 

2019 

Setiap program yang akan dijalankan, tentunya para peserta program 

diwajibkan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Dokumen 

tersebut berisikan KTP pemilik usaha, nama usaha, produk yang dihasilkan, 

lokasi biasa berjualan dan omset penjualan setahun. Dalam hal ini, Praktikan 

bertugas mengecek kelengkapan dokumen yang berada dalam microsoft 

excel. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Pelaksanaan pekerjaan atau tugas selama PKL dilakukan oleh Praktikan 

dengan sungguh-sungguh. Namun tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan 

yang diharapkan. Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh 

Praktikan yang juga dirasakan oleh karyawan tersebut. Adapun kendala yang 

dihadapi selama berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Peralatan kantor yang kurang baik 

Peralatan kantor yang dibutuhkan selama bekerja sangat banyak dan 

semua saling terkait satu sama lain sehingga apabila terdapat satu peralatan yang 

kurang baik, maka akan menghambat semua pekerjaan. Seperti yang dialami oleh 

Praktikan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan. Komputer yang ada tidak 
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semuanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa komputer yang lambat sekali 

bahkan sering eror dan juga komputer yang layarnya tiba-tiba berubah warna 

menjadi gelap bahkan warna-warni. Hal tersebut tentu sangat mengganggu dalam 

melaksanakan pekerjaan dikarenakan pekerjaan. Bahkan layar yang warnanya tidak 

stabil dapat merusak mata apalagi jika pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan 

microsoft excel yang membutuhkan ketelitian. 

Namun bukan hanya komputer yang memiliki masalah, akan tetapi juga 

stempel kantor juga kurang memadai. Memang terdapat banyak stempel, tetapi 

dikarenakan intensitas pemakaiannya juga sering mengakibatkan tintanya habis 

atau kurang nyata. Tinta yang tersedia untuk mengisi ulang hanya sedikit. Bahkan 

karena stempel kantor yang digunakan merupakan stempel otomatis, maka hanya 

beberapa tinta yang cocok untuk stempel tersebut. Hal tersebut mengakibatkan hasil 

cap dari stempel tersebut menjadi kurang baik. Dikarenakan stempel yang kurang 

memadai, maka membutuhkan waktu lama hanya untuk cap kertas. Hal tersebut 

juga menghambat proses surat menyurat yang dimana setiap surat harus melalui 

beberapa tahapan. Padahal, stempel merupakan peralatan penting yang paling 

sering dibutuhkan. 

2. Tempat penyimpanan arsip yang kurang memadai 

Asisten Deputi Pemasaran memiliki banyak program setiap tahunnya dan 

oleh karena itu tentu memiliki berkas-berkas yang sangat banyak tiap tahunnya. 

Tempat penyimpanan arsip tersebut kurang mencukupi sehingga banyak berkas-

berkas yang tercecer. Loker yang disediakanpun sudah banyak yang rusak sehingga 

tidak bisa menutup rapat. Dikarenakan lemari yang tersedia hanya sedikit, maka 
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Asisten Deputi Pemasaran menyimpannya dalam box kontainer. Memang box 

kontainer tersebut dapat menampung banyak, akan tetapi lebih sulit mencari 

berkasnya karena apabila telah tertumpuk di bawah maka harus dikeluarkan 

beberapa terlebih dahulu. Selayaknya, satu box kontainer hanya menyimpan arsip 

selama satu tahun. Namun terkadang apabila box kontainer tersebut tidak 

mencukupi, maka beberapa berkasnya ditempatkan dalam box kontainer yang agak 

kosong. Hal tersebut tentu menyulitkan apabila ingin mencarinya kembali. 

3. Ruang kerja yang kurang memadai 

Bekaitan dengan kendala sebelumnya yaitu tempat penyimpanan arsip 

yang kurang memadai, sudah dikatakan bahwa Asisten Deputi Pemasaran 

menambah tempat penyimpanan berupa box kontainer. Banyaknya box kontainer 

yang ukurannya besar tersebut, mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak dan 

bahkan menimbulkan kesan tidak rapih. Hal tersebut tentu membuat pekerja kurang 

nyaman. Memang jarak atau ruang kerja yang diberikan setiap Asisten Deputi sama 

luas. 

4. Beban kerja yang terlalu banyak dibandingkan dengan Asisten Deputi lain 

Tuntutan program yang dimiliki Asisten Deputi Pemasaran terbilang 

cukup banyak dan setiap program harus dibuat laporannya. Oleh karena itu, 

terkadang saat mengerjakan laporan suatu program, sudah muncul kembali program 

baru yang harus dilaksanakan. Hal tersebut tentu membuat para pekerja sangat 

padat pekerjaan bahkan tak jarang pekerja tersebut pulang lebih lama dari jam 

pulang semestinya. Mereka rela pulang lebih lama agar saat pulang ke rumah bisa 

istirahat dengan tenang. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Setiap kendala sudah seharusnya dapat diatasi agar tidak mengakibatkan 

suatu pekerjaan terhenti. Oleh karena itu, berdasarkan kendala yang telah 

disebutkan sebelumnya berikut ini merupakan penyelesaiannya, yaitu: 

1. Peralatan kantor yang kurang baik 

Fasilitas digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, begitu juga 

dengan fasilitas kantor. Menurut Mukhneri (2008: 17) mengatakan bahwa fasilitas 

perkantoran merupakan segala bentuk sarana dan prasarana dalam melaksanakan 

pekerjaan kantor. Sarana adalah fasilitas yang dipergunakan secara langsung, 

sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang bagi terlaksananya pekerjaan 

kantor. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti segala peralatan kantor merupakan 

sarana yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan. Peralatan kantor yang 

dipergunakan sangat banyak, diantaranya mesin kantor. Menurut Mukhneri (2008: 

21) mengatakan bahwa mesin-mesin kantor merupakan sarana yang dipergunakan 

secara langsung untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Manfaat mesin kantor 

diantaranya mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pekerjaan kantor. 

Mesin kantor yang digunakan di Kementerian ini diantaranya komputer. 

Berdasarkan teori dari Mukhneri bahwa seharusnya mesin kantor bermanfaat untuk 

mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pekerjaan kantor. Namun apabila 

komputer yang digunakan tidak berjalan lancar, justru akan menghambat 

produktivitas para pegawai dan waktu yang digunakan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan tidak akan efisien. Berdasarkan kendala tersebut, untuk mengatasinya 
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Praktikan menggunakan komputer milik karyawan lain yang sedang tidak 

dipergunakan dan mengerjakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh agar cepat 

selesai. 

Selain komputer juga terdapat kendala lain, yaitu stempel kantor yang 

kurang memadai. Intensitas penggunaan stempel yang sering mengakibatkan tinta 

habis dan juga tinta untuk mengisi ulangpun tersedia hanya sedikit. Oleh karena itu, 

untuk mengatasinya Praktikan mengisi ulang stempel tersebut dengan tinta dan 

mencoba di kertas lain hingga hasil cap dari stempel tersebut bagus. Hal ini 

dikarenakan sebenarnya isi ulang tinta yang tersedia tidak sesuai dengan stempel 

yang ada. 

2. Tempat penyimpanan arsip yang kurang memadai 

Asisten Deputi Pemasaran memiliki banyak program setiap tahunnya yang 

mengakibatkan banyaknya arsip. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 

dalam buku Saiman (2002: 102) arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak 

apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti semua lembaran naskah milik Asisten 

Deputi Pemasaran baik itu yang dibuat sendiri maupun diterima dari orang lain 

termasuk arsip. Arsip juga terdiri dari beberapa file, menurut Saiman (2002: 104) 

didalam kegiatan pengorganisasian arsip sering disebut file aktif dan file inaktif. 

File inaktif yaitu file (tempat arsip) yang berisikan arsip-arsip yang masih aktif dan 
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banyak dipergunakan di dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan file inaktif yaitu 

file yang arsipnya sudah jarang dipergunakan dalam pekerjaan. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti Asisten Deputi Pemasaran memliki 

arsip berupa file aktif dan juga file inaktif. Namun file aktif terdapat lebih banyak. 

Dikarenakan banyaknya arsip dan kurangnya tempat penyimpanan arsip, Praktikan 

mengatasi kendala tersebut dengan memisahkan antara file aktif dan file inaktif. 

Apabila file tersebut sudah tidak terpakai, Praktikan membuangnya ke tempat 

sampah. Apabila file tersebut sangat penting namun tidak terpakai, Praktikan 

menyimpannya di bawah meja. Sedangkan file aktif yaitu file yang sering dipakai, 

Praktikan menyimpannya di box kontainer. 

Sedangkan penyimpanan arsip yang baik harus dilakukan dengan 

mengindeks dan mengabjad. Menurut Saiman (2002: 88) sebelum disusun menurut 

abjad, nama-nama diindeks terlebih dahulu, sebab nama banyak macam ragamnya. 

Ke semua nama yang bermacam ragam tersebut akan disusun menurut ukuran 

abjad, memerlukan peraturan-peraturan yang seragam untuk menentukan bagian-

bagian kata yang akan dijadikan dasar dari urutan abjad. Untuk itu perlu diindeks 

secara seragam terlebih dahulu, sehingga jelas huruf atau kata yang akan dijadikan 

dasar penentuan abjad. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti sebelum disimpan maka arsip harus 

diindeks dan diabjad terlebih dahulu. Mengindeks arsip tergantung kebutuhan dan 

berbeda beda karena arsip memiliki berbagai ragam. Setelah diindeks, kemudian 

disusun berdasarkan abjad. Maksud abjad disini juga bukan berarti hanya huruf, 

tetapi juga bisa berupa angka. Dikarenakan lemari penyimpanan yang kurang 
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memadai, maka para pegawai menyimpan arsip di box kontainer. Namun, dalam 

box kontainer tentunya arsip tidak dapat terlihat jelas. Oleh karena itu, berdasarkan 

teori tersebut untuk mengatasi kendala maka para pegawai memberikan label 

nomor pada map sesuai dengan list yang dibuat misalnya A12 untuk Kota Kendal 

Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Praktikan meletakkan arsip sesuai dengan nomor 

pada label setelah dipakai dan juga menata kembali arsip lain sesuai dengan list 

agar mudah dicari. 

3. Ruang kerja yang kurang memadai 

Penyusunan meja kerja yang diterapkan di Deputi Bidang Produksi dan 

Pemasaran yaitu Grouping Arrangement (susunan kelompok). Menurut Mukhneri 

(2008: 20) Grouping Arrangement (susunan kelompok) yaitu meja-meja kerja 

disusun secara menyamping dengan meja kerja di samping atau di depannya. 

Berdasarkan teori tersebut, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ini 

memang menerapkan tipe Grouping Arrangement (susunan kelompok). Deputi ini 

memiliki 6 (enam) Asisten Deputi, yang berarti setiap Asisten Deputi dibagi rata 

tiap meternya. Meja kerja disusun menyamping dari jalan utama dan setiap meja 

menghadap jalan utama. Setiap Asisten Deputi dibatasi oleh filling cabinet yaitu 

lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. 

Sedangkan tata ruang kantor pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 

yaitu ruang kerja dipisahkan menurut tingkatan. Eselon I dan Eselon II berada di 

dekat ruang rapat dengan ruangan terpisah, kemudian Eselon III dan Eselon IV 

berada mulai dari sebelah lift. Menurut Mukhneri (2008: 18) tata ruang kantor 
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adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat, serta pengaturan tempat 

kerja yang menimbulkan kepuasan kerja bagi para pegawai. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti tata ruang kantor merupakan sebuah 

susunan atau aturan peletakan segala sesuatu yang berada di kantor, seperti meja 

dan lemari. Penyusunan letak ini berfungsi agar segala sesuatu yang berada di 

kantor berada pada letak yang tepat dan sesuai juga berfungsi agar terlihat selaras 

dan rapi. 

Tata ruang kantor juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. 

Menurut Mukhneri (2008: 19) prinsip tata ruang kantor dapat diklasifikasikan 

kedalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Aliran pekerjaan yang sederhana. 

b) Ruang lantai harus bebas dari rintangan. 

c) Meja-meja menghadap ke arah yang sama. 

d) Perlengkapan kantor harus diletakkan dekat pegawai. 

e) Mesin-mesin yang menimbulkan suara bising ditempatkan pada ruangan atau 

tempat khusus. 

f) Tata ruang kantor tampak seimbang dan menyenangkan. 

g) Satuan kerja yang melayani publik hendaknya ditempatkan di muka atau 

tempat yang mudah didatangi dan tidak mengganggu pegawai lain. 

h) Satuan-satuan kerja yang pekerjaannya berkaitan hendaknya ditempatkan satu 

lokasi. 

Berdasarkan teori tersebut memang penyusunan meja kerja di Deputi 

Bidang Produksi dan Pemasaran sudah tepat, tetapi tata ruang kantor kurang tepat. 
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Hal ini dikarenakan seluruh Asisten Deputi memiliki luas yang sama. Padahal 

menurut prinsip tata ruang kantor, seharusnya Asisten Deputi Pemasaran memiliki 

ruang kerja yang lebih luas. Hal ini dikarenakan Asisten Deputi Pemasaran 

perlengkapan kantor yang lebih banyak dibanding Asisten Deputi lain, seperti box 

kontainer dan ordner yaitu map besar yang di dalamnya terdapat besi penjepit. 

Selain itu, banyaknya box kontainer dan ordner juga mengakibatkan sempitnya 

ruang gerak dan juga ruang kerja yang terlihat berantakan. 

Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, para pegawai 

meletakkan ordner di bawah meja agar tidak terlihat berantakan dan juga Praktikan 

merapikan peralatan yang ada agar terlihat lebih rapi. 

4. Beban kerja yang terlalu banyak dibandingkan dengan Asisten Deputi lain 

Beban kerja telah diatur dalam Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan 

Pegawai Negeri Sipil Nomor 19 Tahun 2011, yaitu (Badan Kepegawaian Negara: 

7), berdasarkan norma waktu yaitu standar kemampuan rata-rata pegawai dalam 

menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satuan waktu dalam hitungannya 

dapat digunakan rumus: 

Norma waktu = orang × waktu 

Hasil 

Berdasarkan rumus tersebut, diketahui bahwa: 

Hasil = 7 program 

Orang = 1 orang 

Waktu = 240 hari per tahun 

Maka jawaban dari perhitungannya sebagai berikut: 
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1 orang × 240 hari

7 program
 = ± 34 hari 

Disimpulkan bahwa setiap orang dalam Asisten Deputi Pemasaran 

membutuhkan waktu kurang lebih 34 hari untuk menyelesaikan satu program. 

Maka jika ditotal,  7 program × 34 hari = 238 hari. Hal ini berarti sesuai dengan 

jumlah hari kerja efektif yang dibutuhkan tiap orang yaitu 240 hari. 

Walaupun menurut Badan Kepegawaian Negara beban kerja tersebut 

wajar. Namun jika dibandingkan dengan Asisten Deputi lain, Asisten Deputi 

Pemasaran ini memiliki paling banyak beban kerja. Hal ini tentu tidaklah baik, 

dimana seharusnya beban kerja hendaknya merata dalam tiap satuan organisasi. 

Seperti dikatakan Sutarto (2006: 122) beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan 

organisasi atau beban tugas masing-masing pejabat hendaknya merata sehingga 

dapat dihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu bertumpuk-tumpuk 

tugasnya dan ada pejabat yang sangat sedikit tugasnya sehingga nampak terlalu 

banyak menganggur. 

Berdasarkan teori tersebut, berarti beban aktivitas atau tugas yang 

diberikan terhadap suatu bagian harus merata dengan bagian lain agar pekerjaan 

tidak bertumpuk juga tidak ada yang menganggur. 

Maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Kepala Bagian Perencanaan 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran lebih merencanakan dengan baik 

pembagian program setiap Asisten Deputi agar merata dan tidak terjadi kekosongan 

maupun kelebihan pekerjaan tiap bagian. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, Praktikan berusaha membantu 

semaksimal mungkin para pegawai Asisten Deputi Pemasaran agar pekerjaan yang 
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diberikan selesai tepat waktu. Apabila Praktikan sudah menyelesaikan suatu tugas, 

maka Praktikan bertanya kepada seluruh pegawai apakah ada pekerjaan yang dapat 

dibantu.
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Di bawah ini merupakan kesimpulan dari penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini membuat Praktikan dapat 

menerapkan teori secara langsung, memperoleh pengalaman nyata, serta dapat 

meningkatkan wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan dalam bidang 

pemasaran. 

2. Praktikan mendapat pekerjaan dibidang sarana dan prasarana pemasaran, bidang 

penyelenggaraan pemasaran dan bidang kerjasama dan jaringan usaha. 

3. Pemasaran yang dilakukan dalam Kementerian pada dasarnya hanyalah bersifat 

administratif. Kementerian hanya sebagai fasilitator dan pengawas bagi 

koperasi, usaha kecil, maupun menengah apabila ingin memasarkan usahanya. 

Selebihnya mengenai sistematikanya diserahkan kepada Event Organizer atau 

Tour & Travel. 

4. Asisten Deputi Pemasaran ini berperan dalam regulasi, pendanaan, pengawasan, 

dan pelaporan acara yang dimana akan dipertanggung jawabkan kepada Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

5. Selama berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan mengalami 

berbagai kendala seperti, 1) Peralatan yang kurang baik, namun dapat diatasi 

dengan cara mempergunakan peralatan dengan sungguh-sungguh agar pekerjaan 
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cepat terselesaikan; 2) Tempat penyimpanan arsip yang kurang memadai, namun 

dapat diatasi dengan cara memberi label pada setiap arsip dan mengurutkan 

sesuai nomer; 3) Ruang kerja yang kurang memadai, namun dapat diatasi dengan 

cara meletakkan map besar di bawah meja dan merapikan peralatan yang ada; 4) 

Beban kerja yang terlalu banyak dibandingkan dengan Asisten Deputi lain, 

namun dapat diatasi dengan cara membantu para pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar pekerjaan tetap selesai sesuai waktu yang ditentukan. 

6. Praktikan dapat mengambil pelajaran mengenai lingkungan kerja dalam suatu 

lembaga Pemerintahan. 

 

B. Saran – Saran 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 

menemui beberapa masalah atau kendala. Oleh karena itu, melalui laporan ini 

Praktikan ingin memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak untuk 

meningkatkan kualitas terutama bagi Praktikan sendiri, bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dan juga bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan 

a) Praktikan sebaiknya mempersiapkan laptop sendiri agar dapat lebih 

membantu pekerjaan di sana. 

b) Praktikan harus bisa menerapkan kemampuan yang dimiliki selama kuliah di 

tempat tersebut agar bisa bermanfaat bagi instansi tersebut. 

c) Praktikan harus memanfaatkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai 

bekal menambah pemahaman diri terutama mengenai sikap-sikap seperti 
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kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, berani dan cepat tanggap. Karena sikap 

tersebut merupakan sikap yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja. 

d) Praktikan harus aktif bertanya kepada pegawai di sana agar mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Dikarenakan jika praktikan 

tidak aktif bertanya, maka tidak akan mendapatkan ilmu apapun. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a) Pihak fakultas seharusnya mendata perusahaan/instansi yang telah mahasiswa 

tempati dalam pelaksaan Praktik Kerja Lapangan. Kemudian data tersebut 

berguna untuk rekomendasi mahasiswa selanjutnya yang akan mengikuti 

Praktik Kerja Lapangan. 

b) Pihak fakultas sebaiknya memberikan apresiasi terhadap perusahaan/instansi 

yang telah ditempati mahasiswanya. Hal tersebut bisa berupa sertifikat, 

piagam, maupun ucapan terimakasih secara langsung dari perwakilan 

fakultas. Selain sebagai ucapan terimakasih, hal tersebut juga meningkatkan 

interaksi antara pihak kampus dengan perusahaan/instansi dimana interaksi 

tersebut diharapkan mendatangkan kerjasama. 

3. Bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

a) Sebaiknya Kementerian tersebut melakukan pemantauan terhadap peralatan 

kantor secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali agar pekerjaan para 

pegawai lebih efektif dan efisien. 

b) Seharusnya Kementerian tersebut lebih menyediakan tempat penyimpanan 

arsip yang cukup dan tersusun rapi agar pegawai lebih mudah jika mencarinya 

kembali. 
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c) Sebaiknya di setiap Deputi memiliki seseorang yang memperhatikan dan 

bertanggung jawab terhadap layout/tata letak ruang dikarenakan setiap lantai 

berisi satu Deputi. Orang tersebut juga diperbolehkan memindahkan atau 

mengatur ulang ruang kerja yang berada di lantai tersebut agar para pegawai 

memiliki suasana baru dan lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan. 

d) Sebaiknya Asisten Deputi Pemasaran lebih bisa memperkirakan waktu 

pelaksanaan suatu program dengan baik. Hal tersebut agar tidak merugikan 

siapapun terutama pegawainya dan juga agar program yang dijalankan 

maupun laporan program  mendapatkan hasil lebih baik.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 – Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 – Surat Persetujuan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 – Sertifikat Keterangan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 – Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 – Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 – Biodata Penilai Praktik Kerja Lapangan 



63 
 

 
 

Lampiran 7 – Log Harian Praktik Kerja Lapangan 

 
KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

JAKARTA SELATAN 

1 Februari – 1 Maret 2019 

 

No. Hari, Tanggal Kegiatan 

1. Jumat, 1 Februari 2019  Mengenal pegawai Bagian Keuangan dan 

Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang 

Produksi dan Pemasaran. 

 Mengenal definisi beserta contoh Start Up 

dan juga dampak usaha online terhadap 

usaha konvensional. 

2. Senin, 4 Februari 2019  Melakukan wawancara kepada Bapak 

Irwan, SE selaku Kepala Bagian Umum 

mengenai Deputi Bidang Produksi dan 

Pemasaran. 

 Penempatan dan pengenalan kepada 

seluruh pegawai Asisten Deputi 

Pemasaran. 

3. Selasa, 5 Februari 2019 Libur Tahun Baru Imlek. 

4. Rabu, 6 Februari 2019 Merekap data dari Form Monitoring dan 

Evaluasi Revitalisasi Pasar 2019 ke dalam 

Microsoft Excel. 

5. Kamis, 7 Februari 2019 Merekap data dari Form Monitoring dan 

Evaluasi Revitalisasi Pasar 2019 ke dalam 

Microsoft Excel. 

6. Jumat, 8 Februari 2019 Membuat formulir online untuk pendaftaran 

peserta pameran melalui Googleforms. 

7. Senin, 11 Februari 2019 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 2019. 

8. Selasa, 12 Februari 2019 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 2019. 

9. Rabu, 13 Februari 2019 Melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

sesuai yang tertera dalam form checklist 

Proposal Revitalisasi Pasar 2019. 
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10. Kamis, 14 Februari 2019  Melalukan pengecekan kelengkapan 

dokumen calon peserta dan juga mendata 

calon-calon peserta yang akan 

direkomendasikan sebagai peserta Pameran 

Inacraft. 

11. Jumat, 15 Februari 2019 Melalukan pengecekan kelengkapan 

dokumen calon peserta dan juga mendata 

calon-calon peserta yang akan 

direkomendasikan sebagai peserta Pameran 

Inacraft. 

12. Senin, 18 Februari 2019  Menyampaikan Memorandum perjalanan 

dinas ke ruang Asisten Deputi Pemasaran 

kemudian diteruskan ke Deputi Bidang 

Produksi dan Pemasaran. 

13. Selasa, 19 Februari 2019 Melakukan cap stempel pada lembar Surat 

Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan 

Dinas (SPD/SPPD) milik pegawai 

Kemenkop dan Kepala Dinas Daerah. 

14. Rabu, 20 Februari 2019 Melakukan wawancara kepada Bapak Rusdi 

Tahir, ST selaku Kasubid Aneka Usaha 

mengenai Industri dan Jasa. 

15. Kamis, 21 Februari 2019 Membuat Microsoft Excel berdasarkan 

lampiran dokumen perjalanan dinas yang 

telah dibukukan. 

16. Jumat, 22 Februari 2019 Membuat Power Point pameran Inacraft 

yang berisikan ringkasan biodata dan juga 

foto produk unggulan mereka. 

17. Senin, 25 Februari 2019 Membuat Power Point pameran Inacraft 

yang berisikan ringkasan biodata dan juga 

foto produk unggulan mereka. 

18. Selasa, 26 Februari 2019  Memeriksa Googleforms calon peserta 

pelatihan E-commerce. 

 Memeriksa hasil Googleforms melalui 

Microsoft Excel dan melengkapinya 

apabila terdapat keterangan tambahan 

yang diberikan oleh calon peserta melalui 

whatsapp maupun email. 

19. Rabu, 27 Februari 2019 Merekap data penataan lokasi pedagang kaki 

lima tahun 2019 yang berada dalam microsoft 

excel. 
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20. Kamis, 28 Februari 2019 Membantu Kepala Bidang Kerjasama dan 

Jaringan Usaha mengedit Power Point Hasil 

Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018 

agar lebih rapih dan sempurna. 

21. Jumat, 1 Maret 2019  Menyatukan file data peserta pameran 

tahun 2018. 

 Membantu menyiapkan sambutan rapat 

Asisten Deputi Pemasaran. 
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Lampiran 8 – Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019 

No Bulan / Tahun Kegiatan 
Okt 

2018 

Nov 

2018 

Des 

2018 

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Mar 

2019 

1. Pendaftaran PKL       

2. 
Kontak dengan Instansi untuk 

penempatan PKL 
      

3. 
Surat permohonan PKL ke 

Instansi 
      

4. 
Penjelasan umum tentang PKL 

kepada semua program studi 
      

5. 
Pembukaan program PKL dan 

ceramah etika kerja PKL 
      

6. Penentuan Supervisor       

7. Pelaksaan program PKL       

 

No Bulan/ Tahun Kegiatan 
Jul 

2019 

Ags 

2019 

Sep 

2019 

Okt 

2019 

Nov 

2019 

Des 

2019 

8. Penulisan laporan PKL       

9. Penyerahan laporan PKL       

10. Koreksi laporan PKL       

11. Penyerahan koreksi laporan PKL       

12. 
Batas akhir penyerahan laporan 

PKL 
      

13. 
Penutupan program PKL dan 

pengumuman nilai PKL 
      

 



67 
 

 
 

Lampiran 9 – Lembar Konsultasi 
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Lampiran 10 – Dokumentasi 

Foto Bersama Karyawan Asisten Deputi Pemasaran di Kementerian 

 
 

 

Tata Letak Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 
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Ruang Kerja Asisten Deputi Pemasaran 

 
 

 

Tempat Penyimpanan Arsip Asisten Deputi Pemasaran 
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Kegiatan Sosialisasi Penajaman 

 
 

 

 


